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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas izin dan perkenan-Nya Bapppeda Provinsi Gorontalo dapat menyelesaikan dan

menyajikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan
kegiatan Bapppeda dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo,
menyediakan blueprint serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja
Tahunan) Bapppeda Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2023-2026 dan
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapppeda Provinsi Gorontalo beserta seluruh

unit kerjanya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra SKPD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar
pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada
pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Gorontalo khususnya di

bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Bapppeda Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026
disusun dengan memperhatikan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada Lampiran Inmendagri Nomor 70 Tahun
2021.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 diucapkan terima kasih.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah
harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun
jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen
perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan
fungsi.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota pada pasal 201 ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan
tahun 2022. Pada pasal 201 ayat (8) menyatakan Pemungutan suara serentak nasional
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan
pada bulan November 2024. Berdasarkan pasal 201 ini untuk mengisi kekosongan jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat
penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 tahun 2021 yang
merupakan implikasi dari UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-

undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-



undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana
sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir
pada tahun 2022 atau tahun 2023. Pada Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk
mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat Walikota sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil
Pilkada Serentak Tahun 2024.

Bersumber data Ditjen Otonomi Daerah terdapat sejumlah daerah otonom yang
tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau
tahun 2023 adalah sebanyak 218 wilayah yang terdiri dari 7 Provinsi, 22 Kabupaten/Kota
di tahun 2022 dan 12 Provinsi, 105 Kabupaten/Kota di tahun 2023.

Provinsi Gorontalo termasuk salah satu provinsi dari 7 (tujuh) provinsi yang
terimplikasi dengan peraturan pilkada serentak tahun 2024 yang tidak memiliki kepala
daerah dikarenakan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Oleh
karenanya dipastikan provinsi Gorontalo tidak memiliki dokumen perencanaan
pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena periodesasi RPJMD
berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah (2017-2022). Kondisi
ini akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2023 membutuhkan pedoman
berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah.

Dalam Inmendagri tersebut di sampaikan bahwa bagi kepala daerah yang
jabatannya berakhir tahun 2022 agar a) Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026; b) Memerintahkan
seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026; c¢) Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan
dengan Perkada.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo
dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan,
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Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur penunjang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen
perencanaan formal disusun yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri
(Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 serta
dengan tetap memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor
050-5889 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Bapppeda Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026
disusun oleh Tim Penyusun dengan memperhatikan Teknis Pelaksanaan Penyusunan
Dokumen Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Provinsi
Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada Lampiran Inmendagri Nomor 70 Tahun
2021.

Proses penyusunan Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026
sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
terdiri dari enam tahap yaitu persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan awal
Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum OPD, perumusan rancangan
akhir Renstra, dan penetapan Renstra.

Tahap awal persiapan penyusunan adalah membentuk Tim Penyusun Renstra
Bapppeda Provinsi Goronalo Tahun 2023-2026 dilakukan melalui penetapan Surat Kepala
Badan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis
(Renstra) Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Setelah itu melakukan orientasi
hasil capaian kinerja periode Renstra sebelumnya dalam rapat-rapat internal dan
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menyusun agenda kerja tim sekaligus melakukan penyiapan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup (a) analisis
gambaran pelayanan OPD, (b) analisis permasalahan, (c) penelaahan dokumen
perencanaan lainnya, (d) analisis isu strategis, (e) perumusan tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan
awal RPD, (f) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai
tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, (g) perumusan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
berdasarkan strategi dan kebijakan Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra dilakukan untuk mempertajam
strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi,
arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.
Rancangan akhir Renstra akan melalui tahap verifikasi dalam rangka menjamin tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra
Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Tahap Penetapan Renstra mencakup (a) Penyesuaian rancangan Renstra
Perangkat Daerah dan (b) Penentapan Renstra oleh Pimpinan Perangkat Daerabh.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 juga
mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Salinan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024.

Secara skematis alur proses penyusunan Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun
2023-2026 dapat dilihat pada skema Gambar 1.1 :



Gambar 1.1

Skema Alur Proses Penyusunan Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026
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1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo

Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

1.

10.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4060);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang
Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang kemudan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2012 Nomor 994);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembagunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



19.

20.

21.

22.

23.

24,

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2022

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2023 - 2026

1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

adalah :

1.

Memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk
mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi, yang disusun berpedoman pada RPD sekaligus sebagai wujud akuntabilitas
publik Bapppeda sebagai salah satu institusi pemerintah di Provinsi Gorontalo

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun
kedepan yaitu tahun 2023-2026;

Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang yang ada
di Bapppeda;

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Tahunan (RPDT) Provinsi
Gorontalo Tahun 2023-2026.



b. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-

2026 vyaitu:

1. Renstra berfungsi sebagai bingkai manajerial perencanaan yang di dalamnya memuat
perumusan dan penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta
program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan

2. Menjadi acuan dalam merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan
dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

3. Menyediakan tolok ukur kinerja dan instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah

sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Bapppeda Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bapppeda Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan;

Bab 2 Gambaran Pelayanan OPD, memuat informasi tentang tugas dan fungsi,
struktur, sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian yang
dihasilkan pada periode Renstra sebelumnya, capaian program prioritas yang telah
dihasilkan melalui pelaksanan RPDT periode sebelumnya, dan hambatan yang perlu
diatasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan,;

Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi,
memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra K/L
dan penentuan Isu-isu strategis;

Bab 4 Tujuan dan Sasaran, memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang dan dilengkapi dengan rencana

sasaran yang hendak dicapai.



Bab 5 Strategi dan Kebijakan, mengupas langkah strategis yang akan dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsinya dan memberikan kontribusi pada
percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Strategi pembangunan ini meliputi
kebijakan, program dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan bidang
perencanaan dan penelitian disertai indikator kinerja yang terukur untuk target
pencapaiannya.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif, memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif untuk tiga tahun ke depan yang dirinci per tahun;

Bab 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPDT, memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT.

Bab 8 Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-
kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPPEDA Provinsi Gorontalo
2.1.1 Tugas dan Fungsi

BAPPPEDA Provinsi Gorontalo adalah perangkat daerah yang melaksanakan
fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana yang
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
a. Tugas

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bapppeda Provinsi
Gorontalo mempunyai tugas : melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur
dalam menyelenggarakan pemerintahan (pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo
Nomor 57 Tahun 2020).

b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melalui
lintas sektor untuk peningkatan pembangunan daerah;

2. Perumusan kebijakan, melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan
pendanaan pembangunan daerah serta analisa dan pengkajian kewilayahan;

3. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

4. Pengendalian melalui pemantauan, evaluasi, supervisi dan tindak lanjut
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program kegiatan sesuai dengan
kebijakan pembangunan daerah;

5. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD;

6. Pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk pemyiapan pelaporan program dan

kegiatan pembangunan daerah; dan
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7. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPIJMD, RKPD);

8. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPIJMD, RKPD);

9. Mengarahkan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
Daerah sesuai program dan pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan

10. Pengkoordinasian, melakukan evaluasi pelaksanaan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan pembangunan daerah; dan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan
tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, maka
susunan Organisasi Bapppeda Provinsi Gorontalo terdiri atas :

Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

© N o O h~ W DhBRE

Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Bapppeda Provinsi
Gorontalo, diuraikan sebagai berikut :
1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi
daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berada di bawah
tanggung jawab Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bapppeda

Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
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a. Menyusun program dan kegiatan badan;

b. Perumusan kebijakan makro Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Pembangunan Daerabh;

c. Pengorganisasian, penyusunan perencanaan, data/layanan informasi.
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Pembangunan Daerah;

e. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan perencanaan menurut bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang
Penelitian dan Pengembangan Daerabh;

f. Pengawasan dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan badan;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai langkah
atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

h. Pengkoordinasian dengan instansi baik tingkat pusat maupun tingkat daerabh;

I. Mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah;

j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalian kegiatan perencanaan,
evaluasi, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan, pelayanan administrrasi, kehumasan, umum dan
kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggaran
fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun
laporan;
b. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;
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c. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

d. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPIJMD dan RKPD);

e. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah
pada Bapppeda;

f. Pembianaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah,;

g. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

h. Menyelanggarakan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

I. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi. Pengendalian dan penilaian atas
capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Kkinerja
pengadaan barang/jasa milik negara; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Bapppeda
Provinsi Gorontalo dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang masing-masing
menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program;

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun rencana program

kegiatan dan pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program menyelenggaran fungsi :

a. Menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana program
kegiatan;

b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan
daerabh;

c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja

Badan;
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g.

Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan
pembangunan daerah di Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

Melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis

pengelolaan dan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.

Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan

sebagai dasar pelaksanaan tugas;

. Mengajuan Rencana Kerja Angaran melalui Tim Anggaran eksekutif

untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan

juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik secara lisan

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Sub Bagian
melalui pertemuan/rapatuntuk menyatukan pendapat;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi; dan

. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan

rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang

berbasis aplikasi. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
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a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan adaministrasi
kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk
optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk
kelancaran tugas unit;

e. Menyusun daftar induk pegawai sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan
Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang
melalui rapat/pertemuan untuk meyatukan pendapat;

I.  Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi;

j. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;

k. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas

melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan,

pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD), sinergitas dan

harmonisasi kegiatan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya,

bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);

b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Penggordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPIJMD, RKPD)
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d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, dan RKPD);

e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kab./Kota;

h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

I. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjsama antar
daerabh;

j.  Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
provinsi;

k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
(Bappeda) Kabupaten/Kota,

|. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing
sub bidang di jabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Pertanian dan Pangan
Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Pertanian dan Pangan
melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana
pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis
perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan
tugasnya, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pertanian dan
Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah;

c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
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2)

d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah (Bappeda) kabupaten/kota;

g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD)

h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

I. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

j.  Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah di bidang pembangunan; dan

I.  Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Kelautan, Perikanan dan

Pariwisata;

Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Kelautan dan Perikanan

dan Pariwisata melaksanakan tugas penyusunan dokumen rencana

pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis

perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan

tugasnya, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Kelautan dan

Perikanan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
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3)

. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah provinsi;

Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah (Bappeda) kabupaten/kota;

. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD)

. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah di bidang pembangunan; dan

Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan
ESDM.
Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan

ESDM melaksanakan tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan,

menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah

(Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang

Perekonomian, Sumber Daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM

menyelenggarakan fungsi :

a.

Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
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. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah provinsi;
Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah (Bappeda) kabupaten/kota;

. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD)

. Merencakanan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah di bidang pembangunan; dan

Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas

melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan,
pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD), sinergitas dan

harmonisasi kegiatan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya,

bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

a.

Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);

Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Penggordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD);

. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, dan RKPD);
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e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kab./Kota;

h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjsama antar
daerah;

j. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
provinsi;

k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
(Bappeda) Kabupaten/Kota;

|. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-
masing sub bidang di jabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pemerintahan.
Sub Bidang Pemerintahan melaksanakan tugas mempersiapkan
penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana
Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota.
Dalam  melaksanakan tugasnya, Sub  Bidang Pemerintahan
menyelenggarakan fungsi :
a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah;

c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPIJMD, dan RKPD);
d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah provinsi;
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2)

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah (Bappeda) kabupaten/kota;

f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD)

g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

I. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

J. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah; dan

k. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana

pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis

perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan

tugasnya, Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah provinsi;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah (Bappeda) kabupaten/kota;
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3)

f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD)

g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

I. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah; dan

k. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial.

Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana

pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis

perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan
tugasnya, Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan
pemerintahan, kependudukan dan revoluasi mental dan merumuskan
langkah-langkah pemecahannya;

b. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah (Bappeda) kabupaten/kota;
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g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD)

h. Merencakanan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

I. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

j.  Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah di bidang pembangunan; dan

l.  Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan

Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD), sinergitas dan harmonisasi kegiatan

perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);

b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Penggordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPIJMD, RKPD)

d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, dan RKPD);

e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kab./Kota;

h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional;
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I. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjsama antar
daerabh;

j. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
provinsi;

k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
(Bappeda) Kabupaten/Kota;

|. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing sub
bidang di jabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga dan Perhubungan
melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana
pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis
perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan
tugasnya, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga dan
Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah (Bappeda) kabupaten/kota;

g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD);

h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
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I. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

j.  Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah di bidang pembangunan; dan

|.  Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan

Kawasan Permukiman melaksanakan tugas penyusunan rencana dan

program pembangunan dibidang prasarana keciptakaryaan,

pengembangan wilayah, penataan ruang perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan,

Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan

fungsi :

a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;
Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPIJMD, dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah (Bappeda) kabupaten/kota;

g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD)

h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
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I. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
provinsi;

j.  Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah di bidang pembangunan; dan

|.  Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup

dan Kehutanan.

Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup

dan Kehutanan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan

dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis,

pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam

melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber

Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah (Bappeda) kabupaten/kota;

g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD)

h. Merencakanan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
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I. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah

provinsi;

j.  Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional;
k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah di bidang pembangunan; dan

|.  Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

melaksanakan tugas penyusunan program pembangunan daerah jangka

panjang, menengah dan tahunan, melakukan analisis program dan evaluasi

serta pelaporan program pembangunan daerah. Dalam melaksanakan

tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.

Pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan
daerabh;

Pengkajian dan analisa kewilayahan;

Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil,
manfaat serta dampak program pembangunan,;

Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di
daerabh;

Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi
dan informasi pembangunan;

Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan

penganggaran di daerah;

. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindaklanjut
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan

sesuai dengan kebijakan daerah;
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I. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data
untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

j.  Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai
bahan dokumentasi;

|.  Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerabh;

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah;

n. Pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan
program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

0. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh 3 (tiga) sub
bidang dan tugas masing-masing sub bidang di jabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaanelakukan pengoordinasian,
analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah, sinkronisasi
kebijakan sektoral dan kewilayahan dan analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan
tugasnya, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan
fungsi :

a. Pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah
(perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan
holistik integratif;

b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model
ekonomi  serta kebijakan perencanaan dan penganggaran

pembangunan ekonomi makro daerah;

29



2)

Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga
kebijakan keuangan daerabh;

. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

Pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan
konektivitas daerah;

Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model
kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan
pembangunan daerah serta holistik integratif untuk kewilayahan dan

konektifitas;

. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah,;

. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilyahan dalam penentuan lokasi

prioritas di daerah;
Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RKPD, dan RPJMD);

Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi melaksanakan tugas penyiapan,

menghimpun bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan pembangunan serta menghimpun data hasil evaluasi

pembangunan daerah sesuai program/kegiatan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait data dan informasi
pembangunan daerah;

Melakukan koordinasi, pengumpulan data, dan pelaporan terhadap hasil
pelaksanaan pembangunan daerah;

Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan

penyusunan rencana pembangunan daerabh;

. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah;
Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan daerabh;
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3)

f. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai
acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

g. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai
bahan informasi;

h. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan
cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

I. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara
periodik sebagai bahan evaluasi;

j.  Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

k. Mengoordinasikan pelaksnaan tugas kepala sub bidang melalui
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi; dan

m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya;

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas

melakkan evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Dalam

melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan pembangunan;

b. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan
daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur
evaluasi, pengendalian an pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,
perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana
pembangunan daerabh;

d. Melakukan pengoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas

capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerabh;
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e. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak
lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerabh;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerabh;

g. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara
bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan
penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

h. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai
program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;

i. Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap rencana
dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;

j- Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan
penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;

k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

|.  Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang
melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;dan

n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas penelitian
dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai peraturan
perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan
Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan

provinsi;
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b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan
pengembangan pemerintahan provinsi;

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;

d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah
provinsi;

e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerabh;

f. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;

g. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi;
dan

h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penelitian dan
Pengembangan Daerah dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-
masing sub bidang di jabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugas penelitian

dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan Ekonomi dan

Pembangunan  sesuai  peraturan  perundang-undangan. Dalam

menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan
pembangunan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang ekonomi dan pembangunan;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang
ekonomi dan pembangunan;

d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
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2)

3)

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan
pembangunan;

f. Melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya.

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan melaksanakan tugas penelitian dan

pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan Sosial dan

Pemerintahan  sesuai  peraturan perundang-undangan. Dalam

menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan
pemerintahan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang Sosial dan pemerintahan;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Sosial
dan pemerintahan;

d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan pemerintahan;

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Sosial dan
pemerintahan;

f. Mengelola data kelitbangan dan peraturan;

g. Melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga
negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang
berwenang; dan

Melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya.

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi melaksanakan tugas penelitian dan

pengembangan di bidang penyelenggaraan Inovasi dan Teknologi sesuai
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peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub

Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan
di bidang Inovasi dan Teknologi;

b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan
metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang Inovasi dan Teknologi;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Inovasi
dan Teknologi;

e. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di Inovasi dan Teknologi;

f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang
Inovasi dan Teknologi;

g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan
di bidang Inovasi dan Teknologi;

h. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil
kelitbangan; dan

I. Melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarka ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan yang

terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

d. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Gorontalo yang telah di uraikan sebelumnya dapat digambarkan

dalam bagan struktur Organisasi sebagai berikut :
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Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR  :57 TAHUN 2020
' KEPALA BADAN
1
1
: SEKRETARIS
|
KELOMPOK JABATAN I |
EUNGHONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
PROGRAM KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR BIDANG PERENCANAAN, BIDANG PENELITIAN DAN
PEREKONOMIANDAN | = DANPEMBANGUNAN DANKEWILAYAHAN ] | o o ey ] PNGEMBANGAN ~ —
DAERAH
SUMBER DAYA ALAM MANILISIA DAERAH
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SUB BIDANG EKONOMI
PEREKONOMIAN SDA, 1 PEMERINTAHAN = KEWILAYAHAN, BINAMARGA PEMERINTAHAN - DAN PEMBANGUNAN =
PERTANIAN DAN PANGAN DAN PERHUBUNGAN
SUB BIDANG PEMBANGUNAN SUB BIDANG INFRASTRUKTUR SUS BIDANG PEMBANGUNAN
SUB BIDANG PEREKONOMIAN
SDA, KELAUTAN PERIKANAN || MANUSIA BIDANG | KEWILAYAHAN, CIPTA KARYA, | | MANUSIA BIDANG - SUB BIDANG SOSIAL DAN ]
DAN PARIWISATA PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PENDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN
KEBUDAYAAN PERMUKIMAN KEBUDAYAAN
SUB BIDANG PEREKONOMIAN SUB BIDANG PEMBANG UNAN SUB BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG
SDA, DUNIA USAHA, ] MANUSIA BIDANG [ KEWILAYAHAN, SUMBER = PEMBANGUNAN MANUSIA || SUB BIDANG INOVASI DAN

IUNDUSTRI DAN ESDM

KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DAYA AIR, UNGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

BIDANG KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

TEKNOLOGI
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Tabel 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2018-2022

Target isasi Canai i
Inikator Kinera sesuai Tugas dan Fungsi | Taret .E Target Renstra Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke Persentase % Capaian pada Tahun ke
No Beranekat Daerl oM Target IKK Indikator
erang| at Daera Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 1 2 B u 5|5 | 0| 8| v
Persentase konsistensi antara RKPD dengan Konsistensi antara RKPD Provinsi dan RPIMD
L o 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Perencanaan Jangka Menengah Provinsi
Persentase Konsistensi antara Renja OPD o _ L
2 fergnIOD Konsistensi antara Renja dan RKPD Provinsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Persentase Rekomendasi Pengendalian dan
3 o . Dokumen LKP) Gubernur 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Evaluasi Yang Ditindaklanjuti
Hasil Evaluasi Renja OPD Per Triwulan 340PD | 340PD | 340PD | 340PD | 340PD | 340PD | 340PD | 340PD | 340PD | 340PD | 340PD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Persentase Rekomendasi Hasil Riset Yan : : f : : : : :
4, Dl ¢ Rekomendasi Kajian Penelitian Rekomendasi | Rekomendasi | Rekomendasi | Rekomendasi Rekomendasi | Rekomendasi | Rekomendasi | Rekomendasi 100% | 100% | 100% | 100%
J Penglitian | Penelitian | Penelitian | Penelitian Penglitian | Penelitian | Penelitian | Penelitian
Persentase Inovasi dan Teknologi Yang o , 1 2 1 1 2 1
5. Rekomendasi Inovasi dan Teknologi _ , , , , , 100% | 100% 100%
Dikembangkan Rekomendasi | Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi | Rekomendasi Rekomendasi
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2.2  Sumber Daya Bapppeda Provinsi Gorontalo

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan memiliki korelasi yang
kuat dengan akuntabilitasi pemerintah daerah, khususnya sumber daya
manusianya. Upaya itu membawa pengaruh terhadap kemampuan aparat
Pemerintah Daerah dalam melakukan kreasi maupun inovasi terhadap program
pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah
di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas. Pemerintahan yang cerdas
hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
lingkup Bapppeda Provinsi Gorontalo berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sampai dengan Bulan Januari 2022 berjumlah 83 orang. Komposisi
jabatan dalam Struktur Organisasi Bapppeda Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada
gambar 2, dengan jenjang eselonering Il, Bapppeda menjalankan fungsi koordinasi
dengan OPD lain. Bidang perencana di Bapppeda bermitra dengan OPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan secara intensif melaksanakan
koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi
merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bapppeda melalui 5 (lima)
bidang, vyaitu : 1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 2) Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 3) Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan, 4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bapppeda Provisi
Gorontalo di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 117
orang yang terdiri dari 83 orang ASN dan 34 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Selain itu, Bapppeda juga dibantu oleh 4 (empat) orang petugas keamanan dan 5
(ima) orang petugas kebersihan. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh

Bapppeda Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 126 orang.
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Tabel 2.2.1.1
SDM Aparatur Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022

_ Jenis Kelamin Total
No. Pegawal
L % P % > %

ASN 41 | 32,54 | 42 |33,33| 83 65,87
2 | Pegawai Tidak Tetap| 23 |18,25| 11 | 8,73 34 26,98

(PTT)
Petugas Keamanan 4 3,17 0,00 4 3,17
Petugas Kebersihan 4 3 1,59 5 3,97
Total 71 |56,35| 55 |43,65| 126 100

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Bapppeda

khususnya berstatus ASN, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan,

pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat perjenjangan yang

pernah diikuti.

a. SDM Bapppeda berdasarkan Eselonisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka formasi jabatan

struktural di Bapppeda terdiri dari eselon Il, eselon lll.a dan Eselon IV.a

Tabel 2.2.1.2
b. SDM Aparatur berdasarkan Tingkat Eselonisasi Tahun 2022

) o Jenis Kelamin Total
No. Tingkat Eselonisasi
L % P % > %
1 | Eselonli 1 [083%| O 0,00 1 0,83
2 | Eselon I 3 2,48 3 2,48 6 4,96
3 | Eselon IV 0 0,00 2 1,65 2 1,65
4. | Fungsional 12 9,92 10 8,26 22 18,18
5. | Pelaksana 25 | 20,66 | 27 | 22,31 | 52 | 42,98
4 | Pegawai Tidak Tetap| 27 | 22,31 11 9,09 38 31,40
(PTT)

Total 68 | 56,20 | 53 | 43,80 | 121 100
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b.

Bila dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar

ASN Bapppeda adalah golongan Il yaitu sebanyak 61 orang atau sebesar 73,49%

Tabel 2.2.1.3
SDM Aparatur berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2022
: . Gol / Jenis Kelamin Total
No Tingkat Eselonisasi Ruang | L % P % 5 %
Pembina Utama
1 | Madya IV/d 1 1,20 0 0,00 1 1,20
2 | Pembina Utama Muda IVic 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 | Pembina Tingkat | IV/b 3 3,61 2 2,41 5 6,02
4 | Pembina IV/a 5 6,02 6 7,23 | 11| 13,25
5 | Penata Tingkat | l/d 8 964 |12 | 1446 | 20 | 24,10
6 | Penata ll/c 12| 14,46 | 15| 18,07 | 27 | 32,53
7 | Penata Muda Tingkat | /b 5 6,02 3 3,61 8 9,64
8 | Penata Muda lll/a 3 3,61 3 3,61 6 7,23
9 | Pengatur Tingkat | I/d 2 2,41 0 0,00 2 2,41
10 | Pengatur ll/c 2 2,41 1 1,20 3 3,61
Pengatur Muda Tingkat
11 || /b 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 | Pengatur Muda Il/a 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 | Juru Tingkat | I/d 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 | Juru l/c 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total 41 | 49,40 | 42| 50,60 | 83| 100

c. SDM Bapppeda berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi tingkat pendidikan sebagian besar pegawian Bapppeda

adalah lulusan strata-1 yaitu sebanyak 52 orang atau 62,65 % dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :
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Tabel 2.2.1.4
SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2022

_— Jenis Kelamin Total

No Pendidikan Formal 1 % P % 3 %

1 | Setingkat Doktor (S3) 1 1,20 0 0,00 1 1,20
2 | Setingkat Magister (S2) 10 12,05 | 11 | 13,25 | 21 | 25,30
3 | Setingkat Sarjana (S1) 25 30,12 | 27 | 32,63 | 52 | 62,65
4 DI 2 2,41 3 3,61 5 6,02
5 | Setingkat SMA 3 3,61 1 1,20 4 4,82
6 | Setingkat SMP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 | Setingkat SD 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total 41 49,40 | 42 | 50,60 | 83 100

d. SDM Aparatur Bapppeda Provinsi Gorontalo berdasarkan Diklat Struktural

SDM Aparatur Bapppeda berdasarkan Diklat Struktural yang pernah diikuti
disamping pendidikan formal. ASN Bapppeda juga mandapat Diklat Struktural dan
fungsional yaitu dari 96 orang ASN Bapppeda sebanyak 1,23% telah mengikuti
Lemhanas, 4,94% telah mengikuti Diklat SPAMA/PIM 1ll, 22,22% telah mengikuti
Diklat Adum/Adumla/PIM V. Seluruh ASN yang telah memenuhi prasyarat
seyogyanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat struktural

maupun fungsional. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.5
SDM Aparatur berdasarkan Diklat Struktural Tahun 2022

- Jenis Kelamin Total
No Pendidikan Formal 1 % P % 5 %
1 | Lemhanas 1 1,23 0 0,00 1 1,23
2 | Diklat PIM | 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 | Diklat PIM II 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 | Diklat PIM 11l | SPAMA 3 3,70 1 1,23 4 4,94
DIKLAT PIM IV / ADUM /

5 | SEPADA 9 11,11 9 11,11 18 | 22,22
6 | DIKLAT Prajabatan 27 | 33,33 | 31 | 38,27 58 | 71,60

Total 40 | 49,38 | 41 | 50,62 81 100
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e. Klasifikasi PTT (Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak) Bappeda Provinsi
Gorontalo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

PTT Bapppeda provinsi Gorontalo berdasarkan Tingkat Pendidikan yang di
tugaskan pada bidang teknis dan Sekrertariat mencapai 38 orang. Seluruh PTT tetap
terbuka mendapat kesempatan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan
kapasitas sesuai basic ilmu, minat dan ketrampilan yang dimilikinya. Data

selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.6
SDM Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

PENDIDIKAN Je:'s Ke'a';"" TOTAL (orang)
SMA / SMK 9 3 12
D3 0 0 0
D4/ S1 18 7 25
S2 0 1 1
S3 0 0 0
TOTAL 38

2.2.2 Saranadan Prasarana
Sejalan dengan anggaran yang dimiliki oleh Bapppeda, dari segi sarana
dalam bentuk peralatan dan perlengkapan kerja, sumber daya yang dimiliki oleh

Bapppeda Provinsi Gorontalo tergolong cukup memadai. Walaupun demikian

peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun masih diperlukan.

Bapppeda Provinsi Gorontalo yang saat ini beralamat di jalan Bypass

Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dalam memperlancar

pelaksanaan tugas, Bapppeda Provinsi Gorontalo ditunjang dengan sarana dan

prasarana yaitu :

a. 1 (satu) Gedung kantor yang terdiri atas : 1 (satu) ruang Kepala Badan, 1 (satu)
ruang sekretaris, 5 (lima) ruang Kepala Bidang, 1 (satu) ruang Pejabat
Fungsional Perencana, 8 (delapan) ruang staf dan 3 (tiga) ruang rapat yang terdiri
dari : 1 (satu) ruang rapat Saronde terletak di lantai 1; 1 (satu) ruang rapat Olele
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terletak di lantai 2; dan 1 (satu) ruang pertemuan utama yang berkapasitas 300

orang terletak di lantai 3.
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b. Daftar Aset Bapppeda Provinsi Gorontalo Pengadaan Tahun 2017 s.d 2022

Daftar Aset Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022

Tabel 2.2.2.1

Tahun Perolehan Kondisi
Perolehan ST

No Nama Barang Jumlah Tahun Total Rusak Rusak Ket

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Sebelumnya Baik | ~us@ usa

Ringan Berat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
1 Mesin Ketik Listrik Potable 1 1 3 4  Unit 4
2 Filing Cabinet Besi 2 2 18 20 Buah 20
3 Mikrokrotik SIMDA 1 1 1 Unit 1
4 Wireles Outdoor Simda 1 1 1 Unit 1
5 Meja Rapat 2 2 4 6 Set 6
6 Kursi Tamu 1 2 1 4 6 10 Set 9 1
7 Kursi Putar 1 1 33 34 Buah 27 7
8 Karpet 1 1 1 Set 1
9 A.C. Sentral 5 5 5 Unit 5
10 | A.C. Unit 6 1 5 1 13 28 41 Unit 30 11
11 | A.C. Unit5 PK 1 1 8 9 Unit 9
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12 | Sound System 1 1 1 Unit 1
13 | Camera Video 1 1 6 7 Unit 5 2
14 | Meja Kerja Pejabat 1 2 29 31 Buah 31
15 | Meja Kerja Pegawai Non 2 2 16 18 Buah 18
Struktural
16 | GPS Receiver 1 1 1 Unit 1
17 | TV Monitor 1 1 1 3 15 18 Unit 13 5
18 | Tangki Air 2 5 7 7 Buah 7
19 | P.C Unit 3 1 10 38 48 Unit 39 9
20 | Lap Top 15 5 15 45 37 82 Unit 70 12
21 | Monitor PC 1 1 2 2 4 Unit 2 2
22 | Printer 14 7 5 27 34 61 Unit 42 19
23 | Scanner 2 1 3 3 6 Unit 3 3
24 | Server 1 1 1 2 Unit 1
25 | Kursi Kerja Pejabat 1 2 5 8 13 Buah 12 1
26 | Pompa Air 1 1 1 Unit 1
27 | Kursi Rapat 50 50 540 590 Buah 523 67
28 | Speaker 10 10 4 14 Set 13 1
29 | Amplifier BMB 1 1 1 2 Unit 2
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30 | Power Amplifier 1 Unit 1
31 | Dispenser 6 10 Buah 10
32 | Roller Blinds 3 Set 3
33 | Microphone/Wireless MIC 5 8 Unit 7 1
34 | Alat Pemanas Prosesing ( 2 Unit 2
Water Heater)
35 | Layar Film/Projector 16 23  Unit 11 12
36 | Mesin Potong 2 3 Unit 1 2
37 | Telephone Mobile 1 4 Unit 3 1
38 | Lampu Sorot 4 Buah 4
39 | Jaringan Internet 2 3 Set 1 2
40 | Wireless Mikrotik 5 Unit 5
41 | Audio Video Selector 2 Unit 2
(Peralatan Studio Audio)
42 | Peralatan Antena Penerima 2 Unit 2
MF+HF
43 | Lantai Kayu Mushola 1 Set 1
44 | Antena Indoor 9 dbi 2 Unit 2
45 | Peralatan Podcast 1 Set 1
46 | Thermosafe (Pengukur Suhu) 1 Unit 1
47 | Handycam Camcorder 2 Unit 2
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48 | Webcam 1 1 Unit 1
49 | Lemari Kayu 28 28 Unit 28
50 | Brandkas 1 1 Unit 1
51 | Meja 1/2 Biro 38 38 Unit 38
52 | Mesin Fotocopy 2 2 Unit 2
53 | Lemari Es 2 2 Unit 2
54 | Keyboard 1 1 Unit 1
55 | CCTV 16 16 Unit 16
56 | Kursi Tunggu 4 4 Unit 4
57 | Kursi Staf 25 25 Unit 25
58 | Handy Cam 2 2 Unit 1 1
59 | Vertikal Blind 1 1 Set 1
60 | Mixer Power Audio 2 2 Unit 2
61 | Alat Pemadam Kebakaran 4 4 Unit 4
JUMLAH 250 992 1242 1074 167
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2.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tabel 2.2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD
BAPPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021
Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi pada Tahun Ke-
No. Uralan pasa alisasi pada T |
— N w17 218 2013 2020 021 2017 218 019 2020 2021
ml  w I ® I w [ ®m ! ®w ! o [ & [ ®™ [ @ [ @ [ pa
Peningkatan Pefayanan Administrasi, i
1 lemep o M IB44577.788 | 2037150500 | 3082644547 | 250,146,664 3504867674 | 1832730887 | 2766855801 | 2421405807
| Peninghatan Perencanaan, Monborng. |, 50 e70 00 | 486,400,000 1490565600 679502667 1287475247 | 1456886030 | 1413009645 | 659,916,383 o756 0801 M23| 9858
Evaluasi dan Pslaporan
3 | Program Kerjasama Peenbangunan 93,588,000 658,398,950 o464
4 c‘ rogrem Perencanean Pembengunan | 5 ae0 037000 | 4856405000 | 5510550000 | 2513577085 2681250527 | 4552045322 | 5346862807 | 2402907253 o411 o776| 07.03| 9560
Program Peningkatan Perencanaan N 3 : 3
5MMM€ . 1,595,058,000 1636,0175%4 %641
Program Perencanaan Pembangunan i i i i A i A i A i i
§ dn Sosil B 1,437,000,000 1,334/685.280 5288
Program Perencanaan Bidang
Penataan Ruang, Infastruktur,
Tl i b 1.543427.700 - | 1451503122 404
Lingkungan Hidup
8 | Program Pengembangan Riset Daerah| 45025000 | 1308825000 1379250000 589419186 922,005,397 | 1200135223 | 1358604450  578.549.888 9757 6857| 9850( 9816
Program Pengembengan Data /
9 Informasi (UPTB Data dan Analsis - | 1142000000 406,000,000 . - | 1131854228 | 402,001,044 W Wl -
Pembangunan)
Program Penunjang Urusan
B L Dok Provia . 4287629500 3,748,285.118 - | 8142
Program Perencanaan, Pengendalian ‘
14k g s B 793,580 445 726,181 873 9151
Program Koordnasi Dan Sinkronisasi
2, ot Pt 2,054 602,848 2,020,741,964 983
Program Peneltan Dan
1Bl Sorode Dtk 1529831778 1502112220 98.20
JUMLAH 14329293389 | 10,630,870,500 | 11,878,010,147 6282735600 | 8665454468 | 13474,077,791 | 10,263,661,690 | 11287334737 | 6072779829 | 7,997,324176
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo bertanggungjawab melaksanakan
tugas pokok dan fungsi perencanaan. Bapppeda Provinsi Gorontalo merupakan
unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas
desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan daerah yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Bapppeda provinsi Gorontalo melaksanakan fungsi perencanaan dan
penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dalam
pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan dan penguatan di berbagai aspek
sebagaimana secara skematis hasil identifikasi sebab-akibat, permasalahan, faktor

pendorong dan kondisi ideal pada Gambar berikut :
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Gambar 3.1.1
Skema Pohon Masalah
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Gambar 3.1.2
Skema Pohon Masalah
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sehingga berdasarkan skema diatas maka dapat di uraikan permasalahan, pokok
masalah dan akar masalah pelayanan perangkat daerah sebagaimana dalam tabel
berikut :

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 |Perencanaan Masih rendahnya keselarasan, konsistensi | 1 Kualitas dan kompetensi SDM
pembangunan daerah [dan ketercapaian sasaran perencanaan
belum berkualitas pembangunan daerah 2 Kurangnya koordinasi dengan

kabupaten/kota dan pusat

3 Kurang optimalnya koordinasi dan
sinkronisasi dalam menjaga konsistensi
perencanaan dan penganggaran

4 Sumber data sebagai bahan penyusunan
dokumen perencanaan belum sesuai
(beragam, belum akurat dan kurang

valid)

2 [Masih rendahnya Belum sinerginya antara penelitian dan 1 Kurangnya koordinasi dalam upaya
penerapan hasil-hasil |pengembangan dengan perencanaan mengintegrasikan hasil penelitian untuk
penelitian dan pembangunan kebutuhan perencanaan
pengembangan
sebagai bahan 2 Kurangnya hilirisasi hasil riset menjadi
penyusunan inovasi pembangunan daerah

3 |Belum optimalnya Belum optimalnya penyediaan dan 1 Regulasi yang belum sesuai dengan
pelayanan dan pemanfaatan sarana dan prasarana fungsi pelayanan bapppeda
akuntabilitas kinerja pelayanan

Indikator kinerja output dan outcome 2 Kurangnya kompetensi SDM dalam
belum sesuai dengan level jabatan menentukan indikator kinerja

3.2 Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
Keterkaitan antara Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo dengan
Dokumen RPD 2023-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan
dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bapppeda Provinsi
Gorontalo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan
kewenangan Bapppeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD

sebagaimana yang di gambarkan dalam skema gambar 3.2.1 berikut ini:
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NILAI MCP
INDEKS REFORMASI
BIROKRASI

Gambar 3.2.1
Skema keterkaitan antara RPD dan Renstra OPD

Nilaio Sakip, Indeks Kematangan
Organisasi, Indeks Kualitas
Perencanaan, Opini Pengelolaan
Keuangan, Indeks Sistem Merit, Nilai
Maturitas SPBE, Nilai Pengawasan
Kearsipan

| ARAHKEBIJAKAN |

(1) Penguatan mannemen institusi pemenntah ()
organisasi (3) Transformas digital dalam
penerapan SF (4) Peningkatan Kualitas
Penatausahaan Kevangan dan Aset
(5 Penguatan kebijakan kesejahteranan ASNa (6)
Perluasan implementast sistem integritas
(7) Penguatan akuntabilitas pengelolaan kenangan
daerah (8) Peningkatan kualitas perencanaan,
penganggaran dan pernatausahaan daerah melalut
pemanfaatan SIPD (9) Pemanfaatan TIK untuk
penguatan penerapan e-services (10) Penerapan
replikast inovasi pelayanan public (11) Akseleras
model/desain movas pelayanan publik (12) Penataan
produk hukum daerah (13) Peninpgkatan kapasitas tata
laksana (14) manajemen ASN berbasis mstem merit
(15) Penungkatan kualitas tata kelola perencanaan,
pengawasan dan pengelolaan kevangan dacrah (16)
gan ferhadap penyelengparaan Satu Data
) (17) Regulasi dan SOP Kearuipan (18)
an Pengeloaan Arsip Daerah (19)
Peninpkatan layanan kearsipan (20) Mendorong
pembentukan dan kerjasama antara pemerintah dacrah
O ran sam I’H()f(‘.';l d;ll’l komunitas pemerhats arsip

RENSTRA

[ INDIKATOR SASARAN ]

(1)  Parsentase Keselarasan Muatan
RKPD dengan RPD 2023-2026

(2)  Persentase Keselarasan Muatan

(3) Persentase Keselarasan Muatan

(4)  Presantase Pamanfaatan Hasll
Kelitbangan

(5)  Jumlah!neyvasl dan Taknolog!

(6)  Predikat Evaluasi Implementasi
SAKIP Perangkat Daerah
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas
adalah kementerian pengampu urusan perencanaan yang relevan dengan tugas
dan fungsi Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Guna merumuskan faktor penghambat dan faktor pendorong dari
pelayanan Bapppeda Provinsi Gorontalo maka perlu di lakukan tinjauan atas
sasaran strategis dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Terdapat 4 (empat)
rumusan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
nasional.
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan
profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas,
maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda
Provinsi Gorontalo adalah:
Faktor Penghambat :
1. Masih terdapatnya inkonsistensi penyusunan dokumen perencanaan terkait
standar instrumen dan data informasi
2. Belum optimalnya tingkat kepatuhan stakeholders untuk menindaklanjuti

rekomendasi hasil monitoring, evauasi dan pengendalian.

Faktor Pendorong :

1. Adanya upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan
dan penelitian pembangunan daerah

2. Meningkatnya upaya penerapan system penganggaran berbasis program
prioritas dengan pola pendekatan HITS (holistik-tematik, integratif dan spasial)
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3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka
dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas
Bapppeda Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang
perencanaan dan penelitian, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan,
pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang
perencanaan dan penelitian pembangunan daerah sebagaimana yang

digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.1

Isu Strategis berdasarkan Aspek Sumber Daya, Kelembagaan dan Tata Laksana

ASPEK ISU STRATEGIS

Sumber Daya Kurangnya Daya Dukung Terhadap Peningkatan Kompetensi
Disparitas antara Perencana dan tenaga administrasi umum
berupa ketersediaan TPAK dan Pemetaan Fungsional
terhadap beban kerja serta pemenuhan tenaga perencanaan

yang sesuai ABK

Kurangnya Self Motivation berupa reward punishment

4 | Kualifikasi Pendidikan Tidak Sesuai Dengan Konversi Jabatan
Masih Rendahnya Penguasaan Terhadap Metodologi
Penelitian

Belum Memadainya Sarana Prasarana Pendukung

Belum optimalnya sistem perencanaan dan pengolahan data

N B

w

(e22[8)]

Kelembagaan

7 | Belum Optimalnya Fungsi Kelembagaan yang Dikoordinir oleh
Bapppeda yang berdampak pada overlapping tugas

8 | Belum Terbentuknya Kelembagaan Peneliti akibat dari belum
maksimalnya koordinasi antar pusat dan daerah

Tata Laksana 9 | Belum optimalnya fungsi koordinasi dan level proses bisnis
perencanaan dan penelitian

10 | Masih terdapatnya inkonsistensi dalam penyusunan dokumen
perencanaan

11| Masih terjadinya Disparitas standar penelitian akibat dari
belum adanya standar daerah

12 | Belum adanya monitoring, evaluasi dan pemutakhiran standar
layanan yang berlaku
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk merumuskan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Gorontalo
perlu memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan
organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan
analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran
jangka menengah Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disajikan dalam 2
(dua) tabel, yaitu : Tabel pertama khusus tujuan dan sasaran Tahun 2019 masih
mengacu pada tujuan dan sasaran pada Renstra Tahun 2017-2022, hal ini
dikarenakan Tahun 2022 adalah masa transisi antara Renstra Tahun 2017-2022
dengan Renstra Tahun 2023-2026. Adapun tujuan dan sasaran Tahun 2022
disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel kedua tujuan dan sasaran Tahun 2023-2026
disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022
TARGET
INDIKATOR KINERJA KINERJA
TN SASARIN SASARAN SASARAN
2022

1. Mengintensifkan penerapan 1. Meluasnya penerapan 1. Tingkat keselarasan r
pendekatan HITS dalam formulasi pendekatan HITS dalam RENSTRA SKPD terhadap
perencanaan pembangunan, baik di perumusan perencanaan RPJMD 100%
tingkat daerah maupun di tingkat OPD. dan kebijakan

pembangunan daerah;

2. Meningkatkan keterkaitan dan 2. Meningkatnya 2. Tingkat keselarasan RKPD [
konsistensi antara perencanaan dan keselarasan perencanaan terhadap RPJMD 100%
pengganggaran dan penganggaran,

3. Memastikan pelaksanaan, 3. Membaiknya Implementasi |3, Tingkat keselarasan KUA
pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan PPAS terhadap RKPD .
perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan 100%

daerah

4_Mengembangkan koordinasi dan 4. Meningkatnya kualitas 4. Presentase capaian akhir
sinkronisasi perencanaan pengendafian dan kinerja perencanaan
pembangunan daerah dengan pelaporan kinerja pembangunan daerah dan 100%
seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, perencanaan perangkat

daerah

5. Meningkatkan pemanfaatan 5. Tersedianya sistem data/ 5. Jumlah sistem data/informasi
data/informasi dan hasil kajian dalam informasi perencanaan perencanaan pembangunan
perumusan perencanaan pembangunan daerah daerah 2
pembangunan daerah,

6. Meningkatnya pemanfaatan |6. Jumiah hasil kegiatan
hasil kegiatan kelitbangan kelitbangan daerah yang
sebagai bahan perencanaan termanfaatkan 3
pembangunan;
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Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

TARGET KINERJA SASARAN

INDIKATOR Kondisi
TUJUAN SASARAN KINERJA Kinerja
Awal | 5023 | 2024 | 2025 | 2026
Renstra
(2022)
Peningkatan Indeks Kualitas - 3 3 4 4
Kapasitas Tata Perencanaan (Sllfg)la (Sllfg)la (Sl|_<5a)la (Sllfg)la
Kelola
Perencanaan
dan Penelitian
1. Meningkatnya Presentasi - 100% | 100% | 100% | 100%
Kualitas Keselarasan
Dokumen Muatan RKPD
Perencanaan dengan RPD
2023-2026.
Presentasi 75% | 100% | 100% | 100% | 100%
Keselarasan
Muatan Renja
OPD dengan
RKPD
Presentasi - 100% | 100% | 100% | 100%
Keselarasan
Muatan RKA
dengan RKPD
. Meningkatnya | 4. Jumlah 3 4 4 5 5
Pemanfaatan Pemanfaatan
Hasil Riset Hasil
dan Inovasi Kelitbangan
. Jumlah Inovasi 2 2 2 2 3
dan Teknologi
yang
Dikembangkan
. Meningkatnya | 6. Predikat BB BB BB BB A
Akuntabilitas Evaluasi (72,64) | (73:00) | (74,00) | (75,00)| (80 -90)
Kinerja Implementasi
Perangkat SAKIP
Daerah Perangkat
Daerah

Formulasi untuk pencapaian indikator urusan perencanaan dan penelitian

dan pengembangan sebanyak 2 (dua) sasaran dan 4 indikator dapat dirinci sebagai
pada tabel 4.3 berikut :

56




Tabel 4.3

Formulasi untuk Pencapaian Indikator

SASARAN INDIKATOR FORMULAS!
STRATEGIS KINERJA
Meningkatrya Kualtas |1. Persentase Jumigh Sasaran Paoa RKPD yang sesual dengan RPD
o m K1 = Keselarasan Sasaran = *Jamioh Sesar pade RPO o
Perencanaan i
dengan RED 2023y = _— s L= Jumish inGikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPD 100%
2026 eselarasan indkator Jumiah inckator Saseran paca RPD
K3 =Keselarasan Terget Sasaren =~ = ‘ ' 100%
Jumiah Program Pecla RXPD yang sesusl dengan RPD.
K4 = Keselarasan Program o vy pads RPD 100%
umiah ncikar Program Paoa RKPD yang sesusidengan RPD. |
K5 = Keselarasan Indikator Program = = Jumish | B paca RO 100%
Jumiah Target P Pada RK i gengan RPD
K6 = Keselarasan Target Program = " Jumish Target Program pada RPD 100%
2, Peresentase ‘ s3ran Pads R
Kesalarasan K1 = Keselarasan Sesaren = : 100%
s Jumish Indkator Sasaran Pada s85U8i d RKPD
dengan RKPO Kesolbrasen Indiator Sasira 3
g o 3 Jumiah Indkator Sasaran paca RKPD i
Jumiah T Sasaran Seu3) dei
K3 = Keselarasan Target Sasaran = Targe! Sasaran pads RKPD 100%
JTial F803 Rani3 ya 233
IV = Kemaimasn Progd * " Jumiah Program pada RKPD o
Jumiah Paca an RKPD
=i PRpm i Jumish Incikator Program pada RKPD 10
K§ = Keselarasan Target Program Jumiah Targe! Program pada RKPD 100%
3. Persantase i
= =
m KF = Nowslsrmsan Progeam Jumlah Program pada RKPD s
dengan RKPD b 20
K2 = Keselarasan Incikater Program = Jumiah ingikator P peca RKPD 100%
g = Jumiah Tarce! Program Pada RKA yang sesual dangan RKPD
K3 = Keselarasan Target Program Jumiah Target Program pada RKPO 100%
! = al dengan R
Ko Kassienam Kogimn = " Jumiah Kegistan pada RKPD 10N
Jumish inchkator Kegiatan Pads RXA yeng sesusl dengan RKPD. |
K5 = Keselarassn Indlkater Keglatan = Jumlah indkator K peda RKPD 100%
Jumiah Taroet Keglatan Paca RKA yang sesual dengan RXPD
K8 = Keselarasan Target Xaglatan = —JunllhTml Paca RKPD 100%
Meningkatnya 4. Jumiah .
Pemanfostan Hesl  [Pemanfastan  |2Tie Hasi Kajian yang = Jumiah Hasi Kajan yang Temantaatian
Restdaninovesl  |Hesl Keltbangan | o eakan
5. Jumiah Inovasi
dan Teknalogl
b m: ovasi dan Teknologiyag . miah inovasi dan Teknologl yang Dikembangkan
Dikembangkan
Ieningkairya 6, Prodivat
Akuntabiiftas Kinerja  [Evaiuasi
PerangkatDesrah  |mplementasi | Nilai SKIP Bapppeda = Niai SKIP Bapppeda
SAKIP Perangkat
Daerah
RASIO : 0-50 = Sangat Rendah, 51 - 65 = Rendah, 66 - 75 = Sedang, 76 - 90 =Tingg), 1 - 100 = Sangot Tinggi
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Perumusan pernyataan strategi Bappeda Provinsi Gorontalo dalam lima
tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang
berisikan design secara keseluruhan perencanaan pembangunan untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan : 1).
Penelaahan sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang
melalui focus group discussion Internal Bersama Bidang-bidang di lingkungan
Bapppeda Provinsi Gorontalo. 2). Analisis gambaran umum pelayanan, capaian dan
permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah melalui
pendalaman cascading dan pohon kinerja yang merujuk pada karakteristik secara
kelembagaan, sumber daya dan tata laksana. 3). Analisis lingkungan internal dan
eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidak-berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk
setiap strategi yang akan dipilih. Sedangkan perumusan arah dan kebijakan,
dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis,
memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan
operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Gorontalo
dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel keselarasan antara Tujuan,

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tersajikan dalam tabel berikut ini :

58



Tabel 5.1

Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIATOR STRATEGI ARAH KEBIJKAN
Pesinghatan Kapasitas Tata  |[ndeks Kualtas Perencanaan  Meningiainya Kualtas  Persentase Kesslarasan  Meringkalkan Koordnasi, (Penguatan Asitensidan
Kelola Perananaan dan Dotumen Peremanaan  Muzian RXPD dengan  Sinergidan Siekronkast | Siekronisasi Dokumen
Peseffian RPD 2023-2026 Perbenginan aniar Perananaa
Tighatan Pemernizhan den
Sektor
Persentase Kesslarasan iCpu'maisasi Pengendalian,
Muzian Resja 0FD | Monitoring dan Evaluasi
dengan RKPD
Perseniase Kesslarasan Memperiat penyeenggarzan
Muzian RKA dengan Sai Defa Indonesa
RKFD
g et
|perenzznaan {TKPKD. SDGs.
i
Meningiznya Preseniase Pemaniazian Meningiatian l’engm Fasifiasi,
Pemenfaatan Hasil Risst  Hesi Kefthangan RisebKajan'Inovasi Dertiesks l°etaisam dan Evauasi Rset
dan lnovasi prontas Dagrghseiz | Daerah
Penguatan Kelembagzan
Peneitian
Jumizh Inovasi éan Penusman  Straegi  en)
Teknolog yang \Kebiakan Peseitian  Dagrah
Dkembanghan lberbas’s Rescana Pemoznguran
|E)ae:'ah Mendorong
|&$etﬂomm Pemanfzaian Invras]
\Optimalsasi Kerasama
l'—’enehm dengan Mira
Pembanganan
Menngkaiya Predkat Evaluzsi Menngtainya Badzya | Pennghaian Kuaitas SOM
Morizoffas Kineja  Impemeniasi SAKIP  Kinera Beraklak cen
Perangiat Dazrah Perangiat Dazrah Peninghatan Akurézhitas
Kinera
\Pengendalizn Pengaasan
Penguzian Iplemestasi Prosss
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BAB Vi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Bapppeda Provinsi Gorontalo,

Didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki
kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik
program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu
program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
merupakan kontribusi bagi pencapaian tugas dan fungsi suatu organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kaulitatif yang
secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan
skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan
evaluasi, baik kinerja input, proses, outputs, outcomes maupun impacts sesuai
dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program, kegiatan Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026
diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan
organisasi. Untuk program dan kegiatan tahun 2022 masih menggunakan program
dan kegiatan Renstra Tahun 2017-2022, sedangkan untuk program dan kegiatan
Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut sebagaimana pada Table 6.1 :
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TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

: indikator Kinerja Program (Cutcome) dan | pada Tahun Awal : . Kondisi Kinena Pada Akhir | Unit Kerja SKPO | Catatan
Tahun 2022 : X . )
Target Rp. Target Rp. Target fip. Target Rp. Target Rp
§ |UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
50t PERENCANAAN 18240 605.010 IW“MO] muulq 18.944,058.790| ummm]
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persantass Dukungsn Manajemen Urusan I:Ammm
s IPEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI [Py 7455 100% 144206050100  100% 14570806010,  100% MMH 100% mn.ca.ml 100% 58.997.327.600 S
P Jumlah |
Porencanass, Penganggeran, dan X | lm
6.01.01.1.0¢ Eval Kinerja P Xat Daerah penganggaran dan laporan monkioring dan 04.29% 100% 1.275.000.000,  100% 1426000000, 100% 1476000000  100% ammm‘ 100% &mmmw
Perrannin Dokurrwn Parercanaen Aumikah D A Paeany y — .
3010110101 o Disersts 3 Dokuen |2 Dokumen 1100000 000{ 2 Dokuman 1 250 000 060| 2 Cokumen nmoo.moosam 1400000 000{ 12 Cokumenl 5 050 000 D00
5010110107  [Evaasi Kinena Perangha Dasrah t“'"‘“""m”&w"’*"“’"’“‘ 2Laporan | 20apoean 175 000 000{ 2 Lagoran 175,000 000| 2 Laporan 175000 000! 2 Laporan 175 000.000| 8 Lapoesn 700 000 000
F Jumlah dok: ap | Sed
50101102 D 9 o administrasi dan Keusngen serts nIs 100% 9.810.605.0101  100% 0810805010/ 100% 10048058790 100% 10.049.058.790|  100% W.717.327.600 llAP"irI:
K isan Gajl & Tungangan ASN |
umizh Gay dan Turgangan ASN BAFPPEQA 84 Orang/ ? &4 Orang/ 84 Orrg! ! 84 Orang' 84 Orrgsl -
5010110201  [Porwediaan Gag dan Turgangan ASN &4 Orang'Bulan 973 60 M0y 0.735 806 010, Buan mmnurnoi G9730%8 1’0 Bufan B4 60
IKooedinasl dan Peeyusunan Laporan |
500110207  Weuangen Buansn'Trwdaran/ ilnieh cakamat Susosn 2 Laporan 3 Laporan 75 000 000 3 Lopcran 75000 000| 3 Laporan 75000 000 3 Lagoran 75000 000| 12 Laporan 300 000 000
badoran'semesioran lshun berplan |
Samestsan ST |
" B Persentase Jumiah SDM yang ditingkatkan |
S101106 ; ) - kapasitas) kompetensivys melakul 0.5 100% 75000000, 100N 475000000] 100% 475000000  100% 475000000,  100% 1.mmmm
diklat'Dimtek {
Pandysian dan Pelastan Poegawn Jumish Pegawm Bardasarkan Tuges dan Fungs §
5010110509 e 3 TUgas Gan - a1 Mangiua P &anF B4 Drang B4 Orang 350 000 000y &4 Orang 350 000 000| 84 Oerg 3500(000)1 B4 Orang 350000 000| 64 Qearg 1 400 D00 DO
{Fongadaan Pakaan Dinas Beserta Anted  Jumbsh paket pakman dnas berserts atreut dan
50101105402 4an & ama A5t we 1 pakat 75 000 000 1 paket TH000000| 1 paest rsomomg 1 pakat 750000000 4 paxet 300 000 000
Koordinas dan pelskaanaas Seem Jumish dokumen hasl koordmas dan
5010110504 el [T o— | Dokarmsn 50000 DOGY 1 Dekaman 50 000 000 1 Dokumen 50000 000) 1 Dokaman 50.000 000| 4 Dokumen 200 D00 D00
Pangadasn dan bengan sarans dan ] Saretarint
50101106 [Administrasl Usum Peranghat Deerah = o ” 8.0 100% 1.680.000.000  100% 1680000000, 100% 1730000000 100% 1800000000, 1900% 6390 000 000
pr perkantoran {jumiah/unit) | I
IParmsdiaan karponsn natalas Jumiah pakst komponsn insiias 1 paket 1 pakat |1 paket 1 patst
5010110601  Penbpenaianan Bangunis kanr yang |k pensrangsn Banunin Lamor yang 1 gkt SO000 D0 (mtas 30 200 000| (nsalae 30000000 (retskis 100 000.000(  (netales 140 000 D00
Ao @ It} batrk) ) k)
SPARTINGE [ e P :‘_"'r:")““,."’,'mw s v o0 BPaket Pkt | 1650000000 0Pk msomoooul & Paket 1700000000 6 Past tmmomol G | 6700000000
Fenyediaan Jase Penanjang Urusan [T ya lay dan i Sekretariat
50101108 '! han Daersh P Mo 100% 1.160.000,000  100% 1.130.000.000| 100% 1,1mnu;: 100% 1.200.000.000, 100% unmmw
Porsodizan jasa komunkas, samber miah Siporan Paryedisan jasa komundast
1ot ! 4 A 1 1
s_,c RY g Day3 Ar dan itk [sumbeedsys o dun bk yang isecskan 3 laporan 80000008 3 laparan 480 200 00U| 2 mporan muoouomi 3 laporan smamom] apoean 040,000,000
T e Peraist .5“ PerryiSasn ot
50101106803 daen dan ey - mr"m% dany | Laporan 1 Laporsn 700000 DX 1 Lagoren 700 000 000] 1 Lapon 70300000)3 | Laporan roncwwu] | Luporan 2.600 00000
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s Cople ERP A Progtn &8 S ek
~ Indikator Kinarfa Program (Outcome) dan | pada Tahun Awal - 'au < -~ Kondis Kinera Pada ARME | Unit Kerja SKPD | Catatan
o iz adonbos e Keglatan (Outpea) Perencanaan o : ForiodeRanstn | Penanggung Jewad | Penting
o Target Rp. Target. Rp. Target Ro. Target L Target Rp.
PROGRAM FERENCANAAN, Persentase kusitas Pérencansan
S0z PENGENDALIAN DAN EVALUASI P dan Pel M.58% 100% 1.120.000.0001  100% 1.120.000.000.  100% 1.300000.000, 100% 1470000000 100% A4.710.000. & 2l Pt
PEMBANGUNAN DAERAK
Perencansan,
Pengendalian dan
inanapr  [Peeveeom Perencansm den Jursish Qokumen Persncensan dan 4,145 100% 79.000000] 160% 0000000 100% 650000000  10% 52000000 100% | 210600000 Evaluasi
Pendanaan \Penganggaran Tahunan
Pembangunan
Koondas Peryasanan &an Pevetspan | Jumiah Dokumen Parencanaan Pertanganan
5010210108 |Dokumen Pereccanasn Pambansgunan | Dasrah Provnsi yang Destapian 2 Dokamen 1 Dekumen 470000 000 1 Cokumen 470,000 0008 3 Dokumen 650 000 000| 2 Dokumen 520,000 000| 1 Dokumen 2110000 €00
Daeran Provns (RPFPDRPIMIREPD)
|Bidang Perencansan.
Analisis Data dan infe = . is Dats dan In dalien dan
s01.021.02 Pemerintahan Daersh Bidang S o 90% 100% 325.000.000) 100% 325.000.0000 1005 125000000, 100% 325000000 100% 1.300.000.000 !EM
Perencanssn Pembangunan Dasrsh | 0 [hﬂnnomn
{Daeran
IS WHasURan Kevakers T uriik
Acakses Data dan infemasi Perencanaan | Pe Ketwakan Pa
S501g2rzn A nganan Daceath e 2 q 4 Pex -~ 1 Masukkan 2 Buxy 325 000.000]1 Maskan 525 000 DO0f 1 Masubkan 325 000 000/ * Masuchan 325 000 000] 1 Masikan 1 300 000 000
Pengendaiian. Evalussi dan Pelaporan |Jumish lsporan hasil peogendsian [Pengendalisn dsn
sanozim Bidang Perencansan Pembangunan perencansan dan pelaksanasn §3.24% 100% 325.000.000) 100% 325.000.0000  100% 125000000, 100% 325000000 100% 1.300.000.000 Evaluasi
Daerah pembangunan dsersh di Proving !mnon
Kool Pergendaian Pere0canast
5010210301 [ganPe Pembang -.mnc,‘“’“'m‘m"",f‘f"’""","[ slaporan | 2 Laporan 150000 000| 2 Laporan 151,000 000} 2 Laporm 160000 000| 4 Lagoran 15.000000] 14 Lagoran | 600600 000
Montoeng, Evatuasi dan Pemyusunar
5010210303 |Laparan Barkala P dutnish Laporan tess Evamast ¥nage Siagoesn | 3laon|  175000000| 3Lsporan 175,000 000| 3 Laporss 175000 000] 3 Lagesn \75000000| 15 Lagorsn | 700.000.000
Pambangunan Dogean ¥ KA Douty
PROGRAM KOORDINASI DAN Perseniase kesesuaisn RKPD dengan Provinsi
L8] SINKRONISAS! PERENCANAAN RPJMD sarta Persantase Kesesuaian §98.37% 100% 2.700.000.000| 100% 2.700.000,0000  100% 2700000000 100% Z700.000000) 1G0% 10,820,000,
PEMBANGUNAN DAERAH Renstra SXPD dengan RFIMD
|Persentase
Koordinasi Parencanaan Bidang Sinkrooi Mmb::::n"l "‘I. " Pemeriatahan
s0030 Pemarintahan dan Pembangunan 98,60% 100% 970.000.000{ 190% 970,000,000  100% 970000000 100% 970.000000| 100% 3.830,000, Fembangunan
Pembangunan Dserah Bidang Pemerintakan -
dan Pembangunsn Manusia
Corinasl T D::'m" Aumiah Dokumen Parencaraan Pemanganan @
5000310104 [aceah Butang Pemernianan yang Diooedar 3 Dokamen | 2 Dobumen 180,000 000| 2 Codumen 160,000 0008 2 Dokumen 460 000 200] 3 Dokumen 150 000 000 640 000 000
Edang Femerntahan (RPJPD, RPUMD | Dokumen
12 (RPIPD, RPIMD dan RCPT)
dan RPO)
Asetaren Panyusunan Dokamen Jumiah Parangkat Daarah yang Mandapatkan 18 1 15 18 il
SOLO3 10102 [Perencanaan Pembangunan Perangkat  |A dalam Pany! "R Ranya Perangkat 100,000 000 Parangkat 100 000 0004 Poranchkat 100 000 000} Perangkal 100 000 000| Parangeat 400 000 000
Daaran Bdang Femerntahan Facdang F g Caarah Dasran Dasrah Dwarah Dasean
WM}"M‘“ Aurkah Poranghat Dasra yarg Mendspaban | 15 " " 18 i
SO 0108 | e Povanghal D idang |01 d8n Evttuas dafom Poryasunan m' o Perangiat 100 000 000| Perangkat 100,000 000/ Farangkat 100,000 000| Peranghal 100000 000| Parangsat 400,000 000
Aeasmn W Bidang F OCaarah Diaeran Dasrah Daarah Dipseat
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o e dorien s Bl indikator Kinerja Program (Outcome) dan | pada Tahun Awal Kondisi Kinerja Paca AKhir | Unit Kerja SKPD | Catatan
U | Tege | R Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
[Moordingsi Peasanaan Snorglas dan  Jumbsh Laporan Hase Sinkronisas|

5010310104  Marmoresas Perancanaan Pembangunan [RerstraRenyn dengan RKPDRPIMD pada 2 Laporan 2 Lagoran 100,000 000 2 Laporan 100,000 000{ 2 Laporan 100 000 000 Z Laporan 100 000 0000 2 Lapoean 400000 000

Dasrah Bdang Pemeriniahan Brdang Pamenriahan
as Paryusunan Dokumen Humish Dotumen Perancanaan Penenguran
neanasn Pemeangunan Daseah Daseat Bidang Pembanganan Mamsis yang

5010310105 Pambargunsn Manusd (RPIPD.  [Dikocrdi Peyusurantvi (RPPD, RPIMD 1 Dokumen |1 Dokumen 210000 000! 1 Dokumen 210.000.000] 1 Dokumen 240 000.000| 1 Dokamezn 210 000,000, 4 Dohumen 840 000,000
RPIMD dir\ RKPD) {4 RKPD)

Jatskns Punyusunan Dokurmen Numiah Perangkal Daarah yang Mendapatkan 18 18 1 18 L)

5010010008 Persncanaan Permbangunan Poranghal  Asistons dafam Panyusunan RenstraRerga Perarghat 100 000.000! Peranghal 100 000 000 Perangkat 100.000.000] Perangkal 100000000 Parangkal 400.000.000
{Daerah Fidang Pembangunan Manusa  [fidang Pambangunan Marusa Dasrah Daarah Dasran Daarsh Daerah
;“‘“"’“M““'m“"'”:m;“’: Jumiah Perarghat Dsssh yong Merpabon | 1 1 18 18 18

5010310007 Pun'ba'cunm ¢ Mandorng dan Evaluasi dalam Peryusunan Daemg Perarghat 100 000 000 Perangkat 100.000.000{ Parangkat 100,000 000| Peeangkal 100000 003 Psrangkal 400 000000
Pem ¢ ¢ |RenstraRena Bidang Pambangunan Marusa Dasrah Dasrah Dasean Daarsh Daerah

Pelahsanaan Snergtas dan  Jumiah Lapoean Hasi Sineronsasi
5010310108 Perencanasn Pemtengunan [RenstraBana dengan RKPDERPIMD pads - 2 Lageean 100 000 000, 2 Laporan 100 000,000 2 Laporan 100 000.000| 2 Laporan 100,000, 00 & Lapoan 400 000 000
Eatang Pembangunan Manusa  |Bidang Pembangunan Marusia
Lmvﬁ-lhmmmm Sinkroa :‘“u nput et Bidang

50103102 ‘Perekonomian dan SDA [Sumber Daya ¢ § $9,45% 100% 965.000.000  100% £65.000.000,  100% $65.000.000) 100% 865.000.000  100% 3.050.000.000|Perekonomian dan

Alam) Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam
dan SDA (Sumber Daya Alam)

Momdnar:m pmnsel ckipn Lumiah Dokumen Perencanaan Pembanguren

501031020 0 iozea Bidarg Perskonomian yang Dikooedne 3 Dokumen |2 Dokamen 150 000 000! 2 Dokumen 150.000 000| 2 Dokumen 150 000 000| 3 Dokamen 150 000000/ 12 Dokumen 600000 000
Perpkonomin (RPIPD.RPIMD <

Pemyusunaneya (RPIPO. RPIMD dan REPD)

A REKPD)

Wsisiens Petyusunan Dokurren Numian Perangkal Dasrah yang Mendapatkan

5010910202 Parancanasn Pembangunan Porangkal |Assknss ddam Penyusunan RenstraReria Prrad] woongon’ T gsomon’ | psamon) | 5000000 S| 340000000
‘Dasrah Bidang Perckonamian Badang Perakonomian
Peaksanaan Monionng dan Evaluay l

Jumiah Perangkal Dasral yang Mendapakan

5010010203 [ ooosunmn Dotumen Perencanam |, o ooy dolam Peryssanan . BPeangh 400 oo0 oonf PR 100 gog gg] B PerEneRE moocwoooo’p"'E o o c00.000] e 400 000000
fcm ¢ gkt Dancaly & IRerstraRena Bxdang Perakonomian o
Perpkonomizn
memmsm Jumian Lapoean Haset Sinironsasi

5010310204 Lﬁnmm?ummmm\om RerstraRena dengan RKPORPIMD pada - 7 Lapoean 100000 000 2 Laporan 100 000.000f 2 Laparan 100 000 (00| 2 Lapoean 100000 00X 2 Lapocan 400 000 000

Bidang Perekooomisn Bidang Patekonomian
‘ asi Parrpusunan Dokumen Jymiah Dokuman Parencanaan Pembangunan
5010310205 naan Pembanganan Dasran Diasran Bidang SOA yarg Dkooedine 1 Dokumen | 1 Dokamen 130000.000! 1 Cobumen 130.000 000{ * Dokumen 130.000.000 t Dokurnen 130 000 000 4 Dokumen 520.000.000

S0A (RPIPD. RAIMD dan RKPD)

Pamyusunanrya (RPJPO. RPIMD dan RXFD)

63




Tahan 2022 ) S
Target Rp. Target Ra. Target Rp. Target Ra. Target Rp.
Peaksaraan Monloang dan Evaluss
Jumish Perangat Daerah yang Meodapathan
Paryusunan Dokumen Perancanaan B Parangest & Perangkat A Parangat § Parangkat 8 Paranghal
1031 Marebn valua s ! 1
S010310207 iPambangunan Perargkal Oaerah Bidng ing dan E: s::aum n Dosah 100 000 000 Dosrah 00 000 DD Dowah 00,000 000 Daseah 1040 900 000 Doarah 400 000 000
1304 T i
Aseyiens Pemyusunan Dolumsn umiah Perangkat Oaserah yang & , B A
5010310208 Peencansn Pembangunan Perangial  Asistens dadam Peny Ri Renis an 1&)&'.0000’9: woanm"‘n"‘“" 1oooooaoo°n IDOWOMBC . 400020000
Daerah Bdang S0A S04
Kocrdnosl Pelaksanaan Snorglas dan umish Lagoran Hast Sekronses
5010310208 |[Hammonsas Parencansan Pembanganan ; dengan RKPORPIMD pada 7 Lapoean 2 Laporan 100.000.000( 2 Lapoean $00 0000000 2 Laporan 100.000 000 2 Laporan 100 000 005| & Laporan 400.000.000
Daerah Bidang S0A Buang SDA
Hasll Koordinasi dan
Koordinasl Ferencanssn Bidang nkronisasi sabagal Input kebijaken Bicang Infrastruktur
BONOIEI L ter dan Koslayshen esbanguten Dasiah Bideng Mfrasirlt aTAT 100% £55,000.000/  100% 8665.000,000, 100% B55.000000|  100% 866,000,000  100% 1.460.000.900] don Kewoyshan
dan Kewllsyshan
\Koorrinasi Peryusunan Dosumen Jsmish Dakumen Pes Pemba
5010310301 . 7 0 Dasrah Bdang hastuss yang Dkoordnr 3 0ckamen | 3 Dokuman 150000 000] 3 Dokuman 150000 000] 3 Dokurren 150 000 000{ 3 Dokuman 150000 000|12 Dokurmen) 800000 000
g ntaseur (RIPD, REMO a0 L sunarmya (REUPD, RPMD dan RYPD)
) )
Astaenst Pemyusunan Dobumen Jumizh Peranghat Daerah yang Merdapatian 7 7
5010910802 |Forancanan Pabangasan Paangeat Ascsn daam Fomusanan Renskafon. | | ot (| oo gsomonn® oo asooognl| e | 75000000 ee|  asoo0om|” oo 300000000
Daerah Brtang hiaskuchr Bidang Infrasndur
Paasaraan Mordonng dan Evaluas
Wutmish Perangkat Daurah yang Mendapatkan
Parywsunan Dokumaen Porgncanaan 7 Parangil |7 Perangkat 7 Paranckd 7 Perangal 7 Parangkat 7 Porangkal
501.03 103.03 o ambangunan Pecarokat Caeeah Bidang Mmm@mmmpt«,m Seiztrd byt 10000000 "L wocoanos to0.000cc0l” S 100000000 400.000.000
I asnaur e
Koordnasi Pelaksanaan Snergtas Jumish Laporan Hasé Sekronsas
S010010004 D& 15a% P Pambang Reryo dangan RKPORPIMD pada 2 Laporan 100000 000| 2 Laporan 100 000 00O 2 Laporan 100000 000{ 2 Lapotan 100 000 000 2 Lapatan 400 000 000
Daerah Bidang nbaskuchr g Ny asraour
qicsinss Pessjstians m"’;::m Jumish Dokumen Perencanasn Pembangunan
5010310005 e ng REIND dan Dasrah Bidang Kewsayahan yang Dkocednr | Dokwmen | 1 Dokumen 140000 000] t Dokumen 140 000.000| 1 Dokumen 140 000 000| 1 Dokuman 140 000.000| 4 Dokumen 560 000.000
WDM; owlayehs ' Poryusunannya (RPIPD, RPMD dan RKPD)
Aststensl Penyusuna Dolumen Jumish Perangkat Daerah yang Merdapatian
5010310008 [Parsncanaan Pembanganan Farangkat  Asesisnsl dafam Penyusunan Renskrafsna 70_“&““ 7'0”""'”"’"’ mo.omooo”;""“‘ql -ooooo,ooow‘u"""' wooooooo"u"""" uooomooo”’“'n Ok 0000000
Daerah Ridang Kendayahan [Higang Kewlyyahan
‘Mwumoolumnl‘:::anm ! Peimon hyena Meniem 7 Poranghal |7 Perangeat 7 Pacangka 7 Parangial 7 Parangkal 7 Porangbal
5010310307 Maorsionng dan Evaliuas daiam Penyusanan 100.000.000 100000 000 100000 0ot 100.000 000 400,000 000
Pam Per: Daseah '
"umium ”’“’mmp«na (ewdayahan Daerah aee: Dasrah Daerah Diaee Daerah
Koordnay Pelaksanaan Snerglas dan umish Laporan Hasd Srkmonsas
S010310008 |Marmoresasi Pon Pambang /Rerya dangan RKPDRPIMD pada 2 Laporan 100 000 000 2 Laporan 100 000 000 2 Laperan 100,000 000{ 7 Laporan 100 000 000| 8 Laparan 400 000 000
Daersh Bidang Kewtayahan Pmmm:,m

64




SN Target Kivesja Program dan Kerangka Pendenasn
o Koot indikator Kinerja Program (Outcome) dan | pada Tahun Awal sy o , : Kondisi Kinarja Pada Akhir |  Unit Kerja SKPD | Catatan
Tahun 2022 -
; Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
508 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1:335.000.000) 1.240.000.000 1.340.000.000. 1.140.000.000/ 5.065.000.000/
PROGRAM PENELITIAN DAN Provinsl
50802 e i Parsentase Kasil Riset yang ditindablaniut | 99,22% to% | 1308 o | 1200000000 100 1m.omu| 100s umn] 1o mmmm
Dinantin don Tangeungen Sy dmmwunmo:::::nm' oou.' I g Palion
5.05.02.1.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan el 98,65% 100% 256, 100% 285.000.000  100% 285, 100% 285.000.000. 100% 1.051.200.000 Dan Pengembangan
n s 2R Penyelenggaraan Pemerintahan dan D
ghajia Pengkajian Peraturan
sl (ORI g R DGR i Ahom o f Dokumen | 1 Dokumen zsazoamo]mom 16500000001 Dokumen|  165.000000(1 Dokamen|  165,000.000( 4 Dokamen| 751200000
Parabrmn Parabran yang Dieiola
p"“""";::’:""’mz:““‘“ Jumizh Rekomendas: atas Rancana Paneapan 2 2 2 2 8
5050210113 v Paratran Bary dan'atau Evalaaw Termadap Rekomenda - |Rekomends| 50.000 000IRekamends| 50.000 000 Rekomenda) 50 000 000, Rekomenda 150 000 000
R Pelabzanaan Pergturan yang disrbikan El o o« o £
Terhadap Pefaksarssan Persfuran
¢ asitasi dan Evaluzs P :nwtamnhuhmt’wm 2
5WB2I0113 ghin 1 Laporan | Lagoean 50 000 000 Rekamenda 50 000000 1 Lagoean 500000007 4L 150000 000
;: s itk i Evakases Potaksanaan Kegatan Data dan p po
Pangkagan Peraliran
Persentase Panelitian dan riset yang Penalitian Dan
5.05.02.4.02 :.’:l':':“:m"“':"‘m""m" dilakukan dalam Pengembangan Bidang 45,90% 1008 493.000.000  100% 360.000.000  100% 525000000 100% 25000000 108% 1,603.800.000| Pengembangan
Soslal dan Kependudukan Desrah
Pancttan dan Pengemtangan Bidang Jumiah Dosumen Hasé Pensidan dan
1 1786
5050210201 fapek Sosia " g Aspek Sosial 1 Dokumen | 1 Dokumen 216,800 000f 1 Cokumen 210.000 000¢ 1 Cokamen 175.000 0O 1 Cokuamen 175,000 000! 4 Dokumen 76,500 000
Paneitan dan Pengembangan Pendidkan |Jumish Dokurmen Hasé Penedian dan
5050210203 i o Owosbergen Puaciian das Kibudisdas . 1 Gokumen 150 000 000 1 Cokumen 150,000,000
Jumish Dotumen Hasd Peneltan dan
5050210205 |Pansitan dan Pengembangan Pammats Pengenibangdn Panvissts Dokurren 1 Dohumen 100.000 000 1 Dokamen 100 000 000
. ' Jumiah Dokurmen Hasé Penalan dan
5050210208 mmwsnnmp ; 1 Dokumen 227003(1111 1 Dokurmen 150 000 0008 1 Dok 377 000 000
Pareltan dan Pengemitangan Partspasi |Jumish Dokumen Hasd Penelfan dan %
SO0210210 | igastRian Pk iyl t Dokumen |1 Dokumen wooocm’wwm 5oiooocmi|omm 50:000 000 1 Dokuamen 50,000 000{ 4 Dokamen | 200 000.000
Persentage Penelitian dan riset yang Penelitian Dan
5.0502.1.03 """E m"':,' '"'"""“""“"' dilskuksan dalsm Pengembangan Bidsng 965,11% 100% m.omool 100% moouaJ 100% 300.000.000  100% 350.000000  100% 1.247.000.000 Pengembangan
Ekonomi dan Pembangunan Daerah
Jumish Dotumen Hasé Pongiian dan
5050210301 [ oeran dan Pengembiangan Koperasl, | embangan Koperas, Useha Kecl dan {Dokumen| 150,000 000¢ { Dokaman | 150000000
aaa Keed dan Menengah
Manengah
. Paneitan dan Porgermtangan Jumiah Dokurmen Hisé Penelian dan
5050210302 s danP o a P 430 Perd 1 Dokumen 600000001 1 Dokumen §0.000.000
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan | pada Tahun Awal pore) P 2 pory Kondisi Kinerja Pada Akhir |  Unit Kerja SKPD | Catatan
ok pisali, Kegiatan (Output) Perencanaan Periode Renstra Penanggung Jawab | Penting
Tahun 2022
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Targat Rp.
n ¢ Jumish Dokumen Hask Penettan dan
506021030 - ey, Pangemiangan Pertanian, Perkeburan dan 1 Dokumen { Cohumen 150.000 000 1 Dokumen 150.000 000
Parkzbunan dan Pangan b
: . |Pancitan dan Pengeontangan Kelatan  (Jumish Dokumen Hast Penelian dan
! Dokumen : Dokamen '
5050210305 dan Perikanan Pergesrbangan Keladan den Pokanes 1 145.000.000¢ | 45,000 000
Jumiah Dokumen Hasi Peneiian dan
5050210305 |- ien dan Pengembangan ENeTDI 03 | embengan Energ dan Sumbee Daya {Dokumen|  150000000( 1 Dokumen| 150000000
Sumber Daya Mineedl Moo
. Panetian dan Pengsmiangan Lingtungan| Jumish Dokumen Hasi Peneldan dean
5050210307 1 Dekumen | 1 Dokumen 52 D00 000t | Dokurmen 130 000 000 1 Dokumen 100 000.000¢ 1 Dokumen 342000000
Hidp Penpemibangan Lingkungan Hidup
Pencitian dan Pengembtangan Komunkasi|Jumiah Dokumen Hast Penelian dan
5050210313 dan omaks Crocsatanuen orunfiosi s el 1 Dokumen | Dokusmen 150.000 000! 1 Cokumen 100.000 000! 1 Dokumen 250,000 000
Persentase Penelitian dan riset yang Penelitian Den
50502104  (Pengembangan Inovasi dan Teknologi |dilakukan dalam Pengembangan Inovasi dan 975™% 100% 2880000000  100% 315,0000001  109% 250000000 100% 100.000.000  100% 1.152.000.000 Pengembangan
Teknologl Daeraks
Pancitan, Pengembangan, dan Jumizh Dokumen Hasi Peneitan,
S05021 0401  (Parekayasaan d Sidang Tekoolog dan  |Panpemibangan, dan Peretayasaan di Bidang - | Cokumen 2650000001 1 Cokmen 200000 000 1 Cokumen 200 000 000 3 Doknen 665 000 0001
Ingvasi Teknowogi dan hovasi
Drsaminasi Jeess. Prosedur dan Meiode | Jumiah Laporan Hasd Potaksanaan Diseminasi
5050210408 |Parysiengparaan Pamennishan Daerah  [Janis Prosedur dan Metode Penyelanaoarasn 1 Laporan | Laporan 160000 0004 | Laparan 190 000 000
yang Bersital Inovalf Pemenriahan Daersh vang Bersit Inovaé
Sosid b Jumiah Laporan Hasi Penyelenggarasn
505021040 - Yookl Sosiainasi dan Dsemnasi Hasi-Hasé 1 Laporan | Laporan 46.000.000¢ 1 Lapoean 50.000 000¢ 1 Lapoean 50.000.000¢ 1 Lapoean 50.000000¢ 4 Laporan 248 000,000
LEDH
angan
. . Jumizh Laporan Pelsksanaan Fasitasi Hak = s
5050210405 |Fasilmsi Hak Ketaysan histektud Kekayaan hilotta 1 Lapoean 30.000 000{ 1 Laporan 30,000,000
TOTAL ANGGARAN 19.675.605.010 19.630.605.010 20.248.058.730 20.108.058.790 19.562.327 600
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya,
indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau
sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang
direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang
memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja
organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan
pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan
mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil
apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator
kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban.
Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat
merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur
yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat
dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih
meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan
sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bapppeda Provinsi Gorontalo
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Bapppeda
Provinsi Gorontalo telah dihasilkan melalui analisis kerangka kerja logis, keterkaitan dan
pohon kinerja seperti pada Bab IV.

Penetapan indikator kinerja Bapppeda Provinsi Gorontalo secara khusus
mengukur keberhasilan pembangunan di bidang Perencanaan dan Penelitian

Pembangunan Daerah sebagaimana tergambar pada tabel berikut :
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Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPD BAPPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Indlkator Sasaran

Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan
(Output), Sub Kegiatan (Output)

Kondisi
Kinesje pada
awal periode

RPD

Target Capalan setiap Tahun

Tahun i

Tahun 2

Tahun3

Tahun 4

Kondisi Kinerja
pada akhir periode

PERSENTASE DOKUMEN
PERENCANAAN YANG KONSISTEN

PERSENTASE KUALITAS PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN PELAPORAN

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Tahunan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPIMD/RKPD)

Persantase Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua
Perencanaan Pembangunan Daerah)

Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan

[ anaan pembangunan daerah di Provinsi

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pemb
Daerah

)

| PERSENTASE KESESUAIAN RKPD DENGAN RPJMD SERTA
PERSENTASE KESESUAIAN RENSTRA SKPD DENGAN
RPIMD

100%

100%

Persentase Hasll Koordinasi dan Sinkronisasi sebagal
input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusla

100%

100%

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Peayusunannya
(RPIPD, RPIND dan RKPD)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Parangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi
dalam Pemyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring
dan Evaluasi dalam Peny Renstra/Renjo 8idang
Pemerintahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/fenja dengan
RKPD/RPIMD pada Bidang Pemerintahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Mamsia yang Dikoordmir
Penyusunannya (RPIPD, RPIMD dan RKPD)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan
Manusia

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan
Monitoring dan Evaluas: datam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan
RKPD/RPIMD pade Bidang Pembangunan Manusia

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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[Output), Sub Kegistan (Output)

‘swal periode

Tahun1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

pada akhir periode

Persentase Hasll Koordinasl dan Sinkronisas! sebagal
Input kebljakan Pembangunan Daerah Bidang
Perakonomian dan SDA (Sumbaer Daya Alam)

100%

100%

100%

100%

100%

Jumdah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Peryusunannya
(RPJPD, RPIMD dan RKPD)

100%

100%:

100%

100%

100%

Jumiah Pecangkat Daerah yang Mendapatkan Asstens
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomaan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring
dan Evaluasi dalam Peny Renstra/Renia Bidang
Perekonorrian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumiah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan
RKPD/RPIMD pada Bidang Perakonomian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

lumiah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang SOA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIPD,
RPIMD dan RKPD)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumiah Pecangkat Daerah yang Mendapatkan
Manitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan
Renstra/fenjs Bidang SOA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumiah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistens:
dalam Peryusunan Renstra/Renja Bidang SDA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumiah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan
RKPD/RPIMD pada Bidang SDA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai
input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan

100%

100%

100%

100%

Jumiah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur yang Dioordinir Peryusunannya
(RPIPD, RPIMD dan RXPD)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumiah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistens:
dalam Periyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumdah Perangkat Doerah yang Mendapatkan
Monitoring den Evaluasi dalam Peayusunan
Renstra/Renia Bidang Infrastruktur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumiah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan
RKPD/RPIMD pada Bidang Infrastruktur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumiah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayshan yang Dékoordinir Peryusunanaya
(RPIPD, RPIMD dan RKPD)

100%

100%

100%

100%

100%

Jumiah Perangkat Daarah yang Mendapatkan Asistensi
dalam Penyusunan Henstra/Renje Bidang Kewilayahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumish Perangkat Daerah yang Mendapatkan Maonitoring
dan Evaluasi datam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
Kewdayahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumdsh Laporan Hasil Sinkronsasi Renstra/Renja dengan
RKPD/RPIMD pada Bidang Kewilayahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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_ Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegistan | Kinerjapada | "™8* Capsian setap Tahun KO Ko
s " (Outpu), Sub Kegiatan (Output] awal periode PR
2 gpp | Tahun1l| Tahun2 | Tahun3 | Tahun 4 RPD
PERSENTASE HASIL PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN YANG
OIGURAKAN DALAM PERSENTASE HASIL RISET YANG DITINDAKLANJUTI 3 3 3 4 4 4
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 3 3 3 kKl ° 4
dan Penghkajian Peraturan
thmlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang 3 3 3 4 . ‘
Dikelola
Jumlah Rekomendast atas Rencana Penetapan Peraturan
Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan 3 4 4 4
yang diterhitkan
Jumlah Laporan Hasil Pelatsanaan Fasilitasi dan Evaluasi 3 . 2 4
Pelaksanaan Kegiaton Data dan Pengkajian Pecaturan
Persentase Penelition dan riset yang dilakukan dalam s s s . s .
Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Jumiah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 3 3 3 4 P A
Bidang Aspek-Aspek Sosial
Jlumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan i 4
Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan s .
Pariwisata
Jumiah Dokumen Hasil Penelitian dan 3 i %
Pengembangan Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 3 3 3 . A P
Partisipasi Masyarakat
Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam 3 s s 4 . a
Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan P P
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 4 4
Penndustrian dan Perdagangan
Jumloh Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan . .
Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Jumlah Dokumen Hasil Penelitizn dan Pengembargan s )
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 4 4
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 3 3 4 2 4
Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembargan 3 3 A s
Komunikasi dan Informatika
Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam 3 3 3 s A A
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Jumiah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan 3 3 " 4 "
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumlah Laporan Hasil Pelsksanaan Diseminasi Jenis,
Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintaban 3 - 4
Daerah yang Berssifat Inovatif
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan 3 3 3 4 4 4
Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Jumloh Laporan Pelsksanaan Fasilitasi Hak s .
Kekayaan Intelektual
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Tabel 7.2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026
Bapppeda Provinsi Gorontalo

Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja
pada Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Indikator

iori 2023 2024 2025 2026 ineri i
No. dan::;i;anm lI:'r::;rltas (Outcome) Periode RPJMD KI;:]]:H %adzau;:hlr
g (2022) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. g,
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Persentase Pelaksanaan
Perencanaan, Evaluasi,
y |Program Penunjang Urusan —|Monioring dan Palaporan, sera | -, | 100% | 14420605010 100% | 14570605010| 100% | 14908058790| 100% | 15098058790 100%
Pemerintahan Daerah Provinsi  |Persentase Peningkatan Layanan
Administrasi, Sarana Prasarana
dan SDM Aparatur
Pragram Perencanaan, Persentase kualitas
2 |Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaran 91,58% 100% 1.120.000.000 | 100% 1120.000.000 | 100% 1300000000 |  100% 1.170.000.000 100%
Pembangunan Daerah dan Pelaporan
o Persentase kesesuaian RKPD
Program Koordinasi dan dengan RPJMD serta Persentase
3 |Sinkronisasi Perencanaan gann 98,37% 100% 2.700.000.000 | 100% 2.700.000.000 |  100% 2.700.000.000 |  100% 2.700.000.000 100%
Permbanaunan Daerah Kesesuaian Renstra SKPD
g dengan RPIMD
4 |Program Penelfan dan Persentase Hasil Risel yang 98.22% 100% | 1335000000 100% | 1240000000 100% | 1340.000000| 100% |  1.140.000.000 100%
Pengembangan Daerah ditindaklanjut
Jumlah 19.575.605.010 19.630.605.010 20.248.058.790 20.108.058.790
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BAB Vi
PENUTUP

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui
tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah
dalam Rencana Strategis telah selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo
Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi
Gorontalo Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Bapppeda Provinsi Gorontalo merupakan
panduan kerja bagi Bapppeda selama 4 (empat) tahun ke depan periode 2023 — 2026.
Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat,
dan komitmen dari seluruh aparatur Bapppeda Provinsi Gorontalo, karena akan
menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian
Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja,
karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang
memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin
dicapai.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bapppeda Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melaksanakan program-program
dalam Renstra Bapppeda Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Bapppeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan
fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Gorontalo Tahun
2023-2026 dan Renstra;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bapppeda Tahun
2023-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

4. Renstra Bapppeda Tahun 2023-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi
laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan sesuai dengan tupoksi

Bapppeda Provinsi Gorontalo.

72



Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban
bagi seluruh individu Bapppeda Provinsi Gorontalo untuk menopang kesuksesan
pelaksanaan Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo. Monitoring dan evaluasi secara
berkala perlu dilakukan guna memastikan pelaksanaannya. Apabila di kemudian hari
Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal
maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jin, By Pass, Kel, Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI GORONTALO

Menimbang :

Mengingat :

NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINS!

a.

1

TAHUN 2023-2026

Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan
Bapppeda Provinsi Gorontalo maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2023-2026;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf @ maka perlu

menetapkan Keputusan Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bapppeda Provinsi
Gorontalo Tahun 2023-2026;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan langka Ranjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubzhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencansan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang di mutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasl, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasl, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

. Instruksi Menteri Dalam Negerl Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
pada Tahun 2022;

. Peraturan Gubernur Gorantalo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
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Menetapkan :

Kesatu

Kedua :

Ketiga :

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Strategis (Renstra) Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, dengan
susunan Tim sebagalmana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bapppeda Provinsi Gorontalo tahun 2023-
2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :

1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengolahan
data dan informasi, menelaah dan menganalisis, penyelarasan dan penajaman,
serta mengevaluasi bahan/materi perihal yang dibutuhkan dalam proses
penyusunan Rencana Strategis (Renstra);

2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai
tahapan dan tatacara dokumen rencana perangkat daerah berdasarkan kebljakan
dan regulasi yang berfaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di Gorontaio
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Surat Keputusan Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo

Nomor 04 Tahun 2022

Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bapppeda Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026

e —————

Penanggung Jawab
Ketua
Wakil Ketua

Tim Pengarah

2. Hamid |brahim

SUSUNAN TIM

Kepala Badan

1 Sekretaris

1. Kepala Bidang Perencanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

2. Kepala Bidang Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam

3. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

4. Kabid Infrastruktur dan Kewilayzahan

5. Kabid Peneiitian dan Pengembangan Daerah

Fungsional Perencana Ahll Madya :
1. Irvan S.T Katili, ST, M.Si

2. Rusovanny Halalutu, SH, M.Si

3. Wiwlk Junus tsmail, SS, M.Pd

Rahma Yahya, 5.7t, M.SI

Fungsional Perencana dan Peneliti Ahll Muda :
. Dr. Itham Safarudin Maku, SH, MH
Fidyawatl Abdullah, S.Xom

Nur Ayin Tuna, SST, MPS.Sp

Nursyahadah Sjarif, ST, M.Ec, Dev
Mahyudin Humalanggi, SE, M.SI

Purnomo Windu, S.Hut

7. Hermawan Inaku, S.IP

8. Amelia Maksud, SE

1. Ramli Tilome

o oE o e
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